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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Konsonan

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
i Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
) Sa S es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal D De
>
3 Zal V4 Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J
) Zai Z zet
J
Sin S es
J*
. Syin S es dan ye
g y y Yy
Sad $ es (dengan titik di bawah)
°
P Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)




‘ain ) koma terbalik (di atas)
C
. Gain G ge
C
s Fa F ef
3 Qaf Q ki
5 Kaf K ka
J Lam L el
Mim M em
{
3 Nun N en
Wau w we
J
A Ha H ha
. Hamzah ‘ apostrof
Y: Y
< a ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
z Fathah A a
- Kasrah I 1
2 Dammah U u
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2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. 6 Fathah dan ya Ai adanu
) Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- g_,mf kataba

- e fa‘ala
R v suila

- u:-f kaifa
- J Jo- haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
L) Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
S Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
o E Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb qala
- 6») rama

- J.s qila
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- :5;; yaqilu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- Jub\ﬂ w)) raudah al-atfal/raudahtul atfal

- o)yd\ M.x.d\ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah

- thb talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J7 nazzala

- albirr
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F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gqamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ) arrajulu
- PJ-ZJO\ al-qalamu

- o2 asy-syamsu

- S al-jalalu
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
J. 2 [
- AU ta’khuzu
L
- e syai’un
o @
- el an-nau’u

X



@

- Q) inna

-

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
Contoh:
- o e sgd IO Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
SIS T Bismillahi majreha wa mursaha
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- el O 2 Alhamdu lillzhi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- v.o-:J\ u""}‘ Ar-rahmanir rahtm/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:



) s Mo £, A

00 g Allaahu gafiirun rahTm

© lpar ey ] Lillahi al-amru jamT an/Lillahil-amru jami an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

"Ngelmu iku kalakone kanthi laku."
Ilmu hanya dapat dicapai melalui kesungguhan, latihan, dan pengamalan.

— Serat Wedhatama, K.G.P.A.A. Mangkunegara IV.
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ABSTRAK

Anggiani Nurul Nastiti, NIM 10122014, 2026. Problematika Pembuktian Talak
dalam dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru
(Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran. Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Kholil Said, M.H.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika pembuktian talak
dalam perkawinan sirri yang tidak memiliki dokumen resmi perceraian
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pendaftaran nikah baru di Kantor
Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan
hukum talak dalam perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Mengkaji praktik pembuktian talak dalam perkawinan sirri dan proses pendaftaran
nikah baru di KUA Kecamatan Buaran, serta menganalisis kebijakan KUA dalam
menjamin kepastian hukum terhadap status calon pengantin pasca talak sirri. Tujuan
penelitian tercantum dalam rumusan penelitian yang berfokus pada aspek
normative dan implementatif di KUA Kecamatan Buaran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA dan
petugas terkait di KUA Kecamatan Buaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur, dan dokumen
pendukung lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi,
penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam perkawinan sirri secara
syar’i dianggap sah apabial perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,
namun tidak memiliki kekuatan hukum administrative karena tidak dilajukan
melalui Pengadilan Agama. Pembuktian talak sirri dilakukan melalui pengakuan
para pihak, kesaksian, bukti elektronik, serta surat pernyataan talak yang dibuat di
atas materai dan disumpah. Dalam menjamin kepastian hukum, KUA Kecamatan
Buaran menerapkan prinsip kehati-hati an melalui proses verifikasi, kalrifikasi,
pemeriksaan mendalam terhdap Riwayat perkawinan calon pengantin sebelum
menerima pendftaran nikah baru.

Kata Kunci : Talak Sirri, Perkawinan Sirri, Pembuktian Talak, Pendaftaran Nikah,
Kompilasi Hukum Islam.
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ABSTRACT

Anggiani Nurul Nastiti, NIM 10122014, 2026. Problems of Proving Divorce in
Sirri Marriages and Its Impact on New Marriage Registration (Study of the
Implementation of Islamic Law Compilation at the KUA of Buaran District. Thesis
of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Kholil Said, M.H.I

This research is motivated by the problem of proving divorce in unregistered
marriages that do not have official divorce documents, causing legal uncertainty in
the process of registering new marriages at the Olffice of Religious Affairs (KUA).
This study aims to analyze the legal status of divorce in unregistered marriages
according to the Compilation of Islamic Law (KHI), examine the practice of proving
divorce in unregistered marriages and the process of registering new marriages at
the KUA of Buaran District, and analyze the KUA policy in ensuring legal certainty
regarding the status of prospective brides and grooms after unregistered divorce.
The research objectives are stated in the research formulation that focuses on
normative and implementative aspects at the KUA of Buaran District.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative
approach. Primary data were obtained through interviews with the head of the KUA
and related officers at the KUA of Buaran District, while secondary data were
obtained from laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, literature, and
other supporting documents. Data were analyzed qualitatively through the stages
of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that divorce in a secret marriage is
considered valid according to Islamic law if the marriage fulfills the pillars and
requirements of marriage, but does not have administrative legal force because it
is not processed through the Religious Court. Proof of a secret divorce is carried
out through the parties' confessions, testimonies, electronic evidence, and a divorce
statement made on a stamp and sworn. In ensuring legal certainty, the Buaran
District Olffice of Religious Affairs applies the principle of caution through a
process of verification, clarification, and in-depth examination of the marital
history of the prospective bride and groom before accepting new marriage
registrations.

Keywords: Secret Divorce, Secret Marriage, Proof of Divorce, Marriage
Registration, Compilation of Islamic Law
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut Bahasa, kata talak ( bLUa) berarti melepaskan ikatan atau

membebaskan.! Makna tersebut dapat dipahami dari penggunakan kata (;;JL)
dalam beberapa ungkapan bahasa Arab, seperti ( O—Ua @L), yang berarti seekor

Q0 & AR z

unta yang dilepaskan tanpa ikatan atau kekangan, serta ungkapan ( ks MT),

yang bermakna seseorang yang telah terbebas dari ikatannya.
Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, talak dapat diartikan sebagai
tindakan melepaskan atau membebaskan seorang istri dari ikatan perkawinan
yang menghubungkannya dengan suami, sehingga hubungan pernikahan di
antara keduanya berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak tidak hanya dipahami
sebagai pernyataan sepihak dari suami, tetapi harus dilakukan di hadapan
sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan
demikian, talak dalam konteks hukum positif di Indonesia menuntut adanya
prosedur formal guna menjamin kepastian hukum terhadap status para pihak,
termasuk terkait masa iddah, hak-hak pasca perceraian, serta legalitas untuk
melangsungkan perkawinan kembali.?

Tata kelola hukum keluarga Islam sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mewajibkan
pencatatan nikah dan cerai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat perkawinan yang tidak dicatat

secara resmi oleh negara, yang dikenal sebagai perkawinan sirri. Perkawinan

! Tarmizi M. Jakfar, Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di
Indonesia (Banda Aceh Darussalam: Ar-Raniry Press, 2019), h. 25.

2 Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai
Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan Juridical Review of Petitum for Divorce
and Mutual Divorce in Bangkalan Religious Court,” Bustanul Fugaha: Jurnal Bidang Hukum Islam
4, no. 2 (2023): hlm. 327., https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965.320.



ini dilakukan secara agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif.

Dalam perkawinan yang sah dan tercatat, pembuktian talak relatif tidak
menimbulkan permasalahan karena adanya dokumen resmi berupa akta cerai
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akta cerai tersebut menjadi alat
bukti autentik yang diakui oleh negara dan digunakan sebagai syarat
administratif dalam berbagai kepentingan hukum, termasuk pendaftaran nikah
baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, sistem hukum positif
telah memberikan mekanisme yang jelas dalam menjamin kepastian status
hukum seseorang pasca perceraian.’

Dari sudut pandang administrasi kenegaraan, perkawinan sirri
dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat yang
berwenang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksananya. Dengan demikian,
perkawinan sirri dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang tidak
mematuhi tata tertib hukum dan ketentuan administratif yang telah ditetapkan
oleh negara, meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah.*

Keberadaan perkawinan sirri menjadi permasalahan tersendiri ketika
terjadi talak. Karena tidak tercatat, maka peristiwa cerai juga tidak memiliki
dokumen legal formal, meskipun secara agama dianggap sah. Ketika pihak
yang pernah menikah sirri ingin menikah kembali secara resmi dengan
pasangan baru, muncul kendala dalam proses pendaftaran nikah karena tidak

adanya dokumen resmi perceraian.’

Akibatnya, pembuktian talak hanya
bergantung pada bukti nonformal seperti pengakuan dari pihak atau kesaksian,

yang secara hukum administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian yang

3 Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Lampung: Laduny, 2021), h. 21.

4 Angely Gistaloka, Baharudin, and Ompu Zainab Jainah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan),” Innovative: Journal Of Science Research 4, no. 1 (2024): 4370-81.

5 Nur Asiyah and Fatimah Fatimah, “Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor
Urusan Agama,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, no. 1 (2021): 200.



memadai. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum, khususnya bagi
perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal tersebut
menimbulkan keraguan hukum terkait keabsahan status calon pengantin
perempuan, apakah sudah lepas masa iddah atau masih terikat pernikahan
sebelumnya.®

Situasi semacam ini pernah terjadi di KUA Kecamatan Buaran,
Kabupaten Pekalongan, pada akhir tahun 2022. Seorang calon pengantin
perempuan dari Desa Coprayan mendaftarkan pernikahan dengan pasangan
barunya. Namun, dalam proses pemeriksaan berkas dan wawancara, diketahui
bahwa calon istri tersebut sebelumnya telah menikah secara Sirri dan telah
ditalak oleh suami sirri-nya. Bukti talak hanya berupa pengakuan pribadi dan
tangkapan layar percakapan melalui ponsel. Karena tidak terdapat dokumen
resmi seperti akta cerai atau putusan pengadilan agama, maka pihak KUA tidak
serta-merta menerima pernyataan tersebut sebagai dasar hukum. Sehingga
kasus ini menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturan status hukum
talak pada perkawinan sirri, yang belum diatur secara rinci dalam KHI maupun
regulasi teknis lainnya.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap persoalan talak
secara umum telah diatur secara sistematis dalam Pasal 117 hingga pasal-pasal
berikutnya, di mana dijelaskan bahwa talak adalah pernyataan suami yang
dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan
pernikahan dengan istrinya.” Namun, ketentuan ini secara normatif hanya
berlaku bagi pernikahan yang tercatat secara resmi, karena syarat formal talak
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah melalui pengajuan ke pengadilan.
Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memberikan penjelasan
yang jelas mengenai pembuktian talak yang terjadi dalam konteks perkawinan

Sirri yang tidak tercatat secara administratif oleh negara. Ketiadaan aturan

® Unregistered Divorce, Indonesian Positive Law, and Muhammad Suhufi, “Kedudukan
Nikah Siri , Talak Siri , Dan Nikah Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia,” Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1 (2026): 1157.

" Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, “Talak Dan  Iddah Menurut Figh Dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI),” Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (2020): 51.



teknis yang spesifik ini kemudian menimbulkan keraguan hukum dalam
praktik di lapangan, terutama bagi pejabat KUA yang harus memastikan bahwa
status hukum calon pengantin telah memenuhi syarat untuk menikah kembali.
Karena tidak adanya dokumen resmi seperti akta cerai atau putusan pengadilan,
maka proses pembuktian talak dalam perkawinan Sirri menjadi sangat
bergantung pada bukti-bukti non-formal. Sehingga, muncul kebijakan
administratif pada KUA untuk menerima atau menolak pendaftaran nikah baru
dari pihak yang sebelumnya menjalani perkawinan Sirri dan telah ditalak.
Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik menjalankan penelitian
berjudul “Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan
Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi
Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran)”
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut
Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Praktik Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses
Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran?
3. Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin
Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri?
C. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Talak dalam
Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembuktian Talak dalam Perkawinan
Sirri dan Proses Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan KUA Kecamatan Buaran
dalam menjamin Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca

Talak Sirri.



D. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini, harapan penulis adalah untuk memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kajian ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam
memahami persoalan talak dalam perkawinan Sirri yang belum tercatat
secara resmi dan implikasinya terhadap proses pendaftaran nikah baru.
b. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang Fikih
Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia, terutama dalam
menjembatani antara norma fikih dengan kebijakan administratif dalam
sistem hukum nasional.
2. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi
petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus-kaspus
pendaftaran nikah yang melibatkan talak dari perkawinan Sirri.
b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi terkait untuk
menyusun kebijakan yang lebih jelas dan terarah mengenai pembuktian
status talak dalam perkawinan yang tidak tercatat, guna menjamin

kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bersangkutan.



E. Kerangka Teoritik
1. Talak

a. Talak Dalam Islam

Istilah Talak yaitu dari lafadz (Qlia — QJJ@ — bLUa) yang merujuk pada

perpisahan seorang wanita dari suaminya .2 Secara terminologi, “talak”
merupakan perceraian yang diberikan suami kepada istrinya.® Dalam
Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu cara yang diberikan untuk
mengakhiri ikatan perkawinan. Meskipun perceraian diperbolehkan,
pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan atau dilakukan dalam keadaan yang mendesak.

Nabi Muhammad SAW. telah bersabda:

L:A;IM;UZVCJQM\CA;@J.UBJc:)\;;;;;b\.xﬁjy\
‘j;u)bLAUJJ\;J:j;MAU‘U:;;L;,OJQB\A:;JL; :j\_;dj.\»)&\uj:pé\ﬂ\

Orr £ B - e }//}/

ale rle: uM‘ JM\ L55\ w\ UL (o\)) PUFPIR

Artinya: “Diriwayatkan dari  Katsir b1n Ubaid Al-Himsiy,
diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu arif bin Washil dari Muharib
bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW.
bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT. adalah perceraian”.
(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

Hadist ini menerangkan perceraian atau talak merupakan pilihan

terakhir yang bisa ditempuh apabila dalam sebuah pernikahan atau
perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam agama Islam, sebelum
terjadinya perceraian atau talak dilakukan usaha perdamaian antara dua
pthak. Talak disyariatkan untuk kebaikan bersama dalam urusan rumah
tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk dilakukan. Hukum
talak sesuai dengan keadaannya, adakalanya menjadi sunnah, wajib mubah,

makruh, maupun haram.

8 Elvi Soeradji, “Talak , Rujuk , Dan Iddah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an,” Jurnal
Transparansi Hukum 5, no. November (2022): 4.

® Binti Aliftus S Slamet Arofik, “Talak Perspektif Perbandingan Madzhab,” JA4S MERAH
Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 3, no. 2 (2024): 157.



Pertama, talak dapat bersifat mubah apabila suami memiliki alasan
yang kuat, seperti buruknya akhlak istri yang berpotensi merusak
keharmonisan keluarga. Kedua, talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa
kebutuhan yang jelas, misalnya Ketika hubungan suami istri dalam keadaan
baik dan stabil, bahkan Sebagian ulama mengharamkannya dalam kondisi
tersebut.’® Ketiga, talak dapat bernilai sunah apabila sangat dibutuhkan
untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam rumah tangga, seperti
penyebaran yang memanjang yang dapat membahayakan salah satu pihak.!

Keempat, talak menjadi wajib apabila istri menuntut perceraian
karena suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, seperti memberikan
natkah atau menjalankan fungsi sebagai suami, sehingga istri tidak
dibiarkan dalam keadaan terkatung-katung. Dalam kondisi tertentu, talak
dapat menjadi wajib bagi suami, yaitu ketika istri tidak istigamah dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Sebaliknya, talak dilarang atau
diharamkan apabila dijatuhkan kepada istri yang sedang berada dalam masa
haid maupun nifas.

Talak dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya dari talak satu
sampai talak tiga. Dimana talak satu dan dua masih diperbolehkan untuk
rujuk kembali tanpa akad baru apabila masa iddah istri belum selesai atau
dengan akad baru apabila rujuk setelah istri selesai masa iddah. Sedangkan
talak tiga diperbolehkan rujuk kembali apabila perempuan sudah dinikahi
oleh pria lain dan sudah ditalak juga oleh pria lain tersebut. Talak terbagi

atas 2 macam, berikut ini penjelasannya:*?

10 Raja Asyad Vatanen and Muhamad Arifin, “Hukum Asal Talak Dalam Islam : Komparasi
Pendapat Ibnu Taimiyah Dan Jumhur Ulama,” USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2
(2025): 146-64..

11 Jamilah Rizka, Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Kaidah Yang Berkaitan Dengan
Talak,” Aksioreligia 3, no. 1 (2025): 40-51.

12 Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai
Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan Juridical Review of Petitum for Divorce
and Mutual Divorce in Bangkalan Religious Court,” Bustanul Fugaha: Jurnal Bidang Hukum Islam
4, no. 2 (2023):327.



1) Talak Raj’i
Talak Raj’i merupakan jenis perceraian yang memberikan hak
kepada suami untuk kembali (rujuk) dengan istrinya tanpa perlu
melangsungkan akad nikah ulang, dengan syarat masih berada di
dalam masa iddah. Ketentuan hukum ini secara spesifik berlaku pada
talak satu dan talak dua. Secara filosofis, talak raj'i ditetapkan untuk
memberikan ruang dan waktu bagi suami istri dalam mengevaluasi
kesalahan masa lalu, demi menyelamatkan dan mempertahankan
keutuhan ikatan pernikahan.
2) Talak Bain
Berbeda dengan talak raj'i, talak bain berupa bentuk perceraian yang
menghapus hak suami untuk merujuk istrinya. Secara hukum, talak
bain diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:
a) Talak Bain Sughra
Talak bain sughra adalah talak yang mengakibatkan
berakhirnya ikatan perkawinan sehingga suami tidak dapat
merujuk istrinya selama masa iddah. Meskipun demikian, mantan
suami tetapi diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya
dengan melaksanakan akad nikah baru dan memberikan mahar
baru sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.®
b) Talak Bain Kubra
Talak bain kubra adalah talak yang terjadi setelah suami
menjatuhkan talak tiga. Dalam kondisi ini, suami tidak boleh
menikah kembali dengan istrinya kecuali setelah istri tersebut
menikah dengan laki-laki lain secara sah, telah terjadi hubungan
suami istri, kemudian bercerai secara alami (bukan rekayasa) dan

telah selesai massa iddah-Nya.

13 Ahmad Altafiah and Lilik Andrayuni, “Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut
Imam Malik,” Ulumul Syar’i: Jurnal IImu-Ilmu Hukum Dan Syariah 12, no. 1 (2024): 33,
https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.209.



b. Talak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Talak dalam hukum positif di Indonesia diposisikan sebagai
perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga
harus tunduk pada ketentuan hukum negara. Hal ini tercermin dari
keharusan setiap perceraian, termasuk talak, dilakukan melalui
Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang bagi umat Islam.
Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami sebagai hak absolut suami
sebagaimana dalam praktik Fikih klasik, melainkan sebagai tindakan
hukum yang harus memenuhi prosedur formal tertentu.'*

Dalam praktik hukum positif, suami yang hendak menjatuhkan
talak wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk
kemudian dilakukan sidang, termasuk upaya mediasi sebagai bentuk
perdamaian. Jika perdamaian tidak tercapai, barulah talak dapat
diikrarkan di depan sidang pengadilan. Mekanisme ini menunjukkan
adanya tindakan terhadap potensi kesewenang-wenangan suami,
sekaligus memberikan ruang perlindungan hukum bagi istri, seperti
hak nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak yang diputuskan oleh
pengadilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan
Sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan.'® Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa kewenangan suami dalam menjatuhkan
talak di Indonesia dibatasi oleh hukum melalui mekanisme dan
prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah

terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenangnya.

14 Umu Malikah et al., “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam
Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Semarang Law Riview (SLR) 2 (2021): 251.

5 Ana Pitria, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah, “Resolusi Konflik Talak Di Luar
Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Journal of Comprehensive Islamic Studies
2,no. 1 (2023): 130, https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235.
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Merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia,
khususnya pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi penyebab putusnya
hubungan perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan
dapat berakhir disebabkan oleh:!®
Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena:

Kematian

Perceraian

Atas Keputusan Pengadilan

Pasal 39 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat
terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang
dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disesmbuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau
karena hal yang lain di luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

16 Rifdah Rifdah, “Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Figh Dan
Hukum Positiif,” Jurnal Tus Constituendum 7, no. 2 (2022): 267,
https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335.
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4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

7) Suami Melanggar Ta’lik Talak

8) Suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga

9) Suami melanggar perjanjian perkawinan

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga diperkuat oleh Pasal 8
dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Putusnya perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan
Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk
atau putusan taklik talak.” Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam
mengatur putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh cerai talak dan
gugatan perceraian.t’

2. Perkawinan
Perkawinan dapat dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri yang dibentuk untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berpedoman
pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.® Perkawinan biasanya disebut
pernikahan, merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang
pria dan seorang wanita dalam hubungan yang sah menurut agama. Melalui

akad tersebut, hubungan antara keduanya menjadi halal dengan tujuan

1 Lailiyatur Rohmah, “Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Positif,” Jurnal Hukum Keluarga Mabahits 5, no. 01 (2024): 65.

18 Erman Gani Miftahul Haq, Jumni Nelli, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah
Fighiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Jotika Research in Business Law 2, No. 2,” Jotika
Research in Business Law 2, no. 2 (2023): 58.
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membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta

dilandasi ketentraman, sesuai dengan ketentuan dan keridaan Allah Swt..°
Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan. Hal ini sesuai firman

Allah SWT dalam Al-Qur’an berikut ini:

a. QS. Ad-Dzariyyat: 49

s ¥ 2 °o - oo 0 0 - 0 R Frr - 2@ -

wjdfgwul’fjmﬁﬂdjfﬂ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
agar kamu mengingat kebesaran Allah”.

b. QS. An-Nahl: 72

ra o o - -0 ¥ o -0 ¥ 2 c0z - P -

Ay o (ST rgm‘”‘ G s oS0 S 551 g Bk

s 2 ¥ ‘g - @ o & - 2 R0 -

V_iﬁjjjdﬁu\ﬁ)d\ J.EULA\QJ..A):M)AH\V_AQ))&

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak
dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka
mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari
nikmat Allah?”.

C. QS. An-Nisa: 1

. odg 8 Sg &3 o PP ox - P L0 B e

\.:L@\JU\U.;:J\V&JJLS.\J\V_{@JJ-JMo.b-\jd.b-)\.@..»\.@:-jjgﬁ:j

e P x o - s 0 g0~

wuu) \}s;wj ..... ) ya5) g alll L;45\ uyg\wwtﬂub u\ o

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang
telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah
menciptakan ~ pasangannya, dan  dari keduanya  Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu”.

19 Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan
Hukum 1, no. 1 (2022): 23, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.
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Ketiga ayat tersebut menggambarkan prinsip dasar penciptaan
manusia dalam konteks pernikahan dan keluarga. Dalam Surah Adz-
Dzariyat ayat 49, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan
berpasang-pasangan agar manusia mengambil pelajaran dan mengingat
kebesaran-Nya. Surah An-Nahl ayat 72 menjelaskan bahwa Allah
menciptakan pasangan (istri) dari diri manusia sendiri, serta
menganugerahkan keturunan dan rezeki dari hal-hal yang baik, yang
seharusnya disyukuri. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 1 menekankan
asal mula penciptaan manusia dari satu jiwa (Adam), kemudian diciptakan
pasangan (Hawa), dan dari keduanya berkembang biaklah umat manusia.

Menurut Hukum Islam, pernikahan memiliki unsur keagamaan dan
merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhzan) yang diciptakan untuk
melaksanakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, agar pernikahan
dianggap sah, pernikahan tersebut tidak hanya harus sesuai dengan hukum
Islam tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum
dari negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan
ketentuan hukum yang mengaturnya, Perkawinan dianggap tidak sah
menurut agama jika melanggar hukum agama. Begitu pula, hukum adat
menyatakan pernikahan batal atau tidak sah jika tidak mengikuti aturannya.
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap
perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk memperoleh
akta nikah sebagai alat bukti yang sah atas terjadinya perkawinan, sekaligus
menjadi dasar hukum yang kuat dalam berbagai perbuatan hukum di
kemudian hari, seperti pencatatan kelahiran anak, pembagian warisan, dan
urusan hukum lainnya.

Perkawinan Sirri

Terminologi pernikahan sering disamakan dengan Perkawinan yang

berasal dari kata dasar “kawin” yang secara bahasa diartikan sebagai ikatan

antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, menjalani
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kehidupan sebagai suami istri, serta melakukan hubungan seksual yang
sah.%

Dalam praktiknya, pernikahan Sirri sering disembunyikan dari
keluarga atau masyarakat luas, dan menimbulkan masalah administratif dan
hukum dalam urusan status suami-istri, waris, maupun perceraian.?* Selain
aspek pencatatan perkawinan, persoalan mengenai wali dan saksi juga
menjadi salah satu unsur penting yang sering menimbulkan perdebatan
dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat. Pada umumnya, para ulama
bersepakat bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi merupakan syarat
yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu,
perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali dan dua orang saksi
dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam.

Konsep nikah sirri atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi sebenarnya telah dikenal dalam kajian para ulama sejak dahulu.
Namun, pengertian nikah sirri pada masa lalu berbeda dengan pemahaman
yang berkembang di masyarakat saat ini. Pada masa tersebut, nikah sirri
merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat
pernikahan menurut syariat Islam, tetapi para saksi diminta untuk tidak
mengumumkan atau menyebarluaskan peristiwa pernikahan tersebut
kepada masyarakat.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang
dilaksanakan secara rahasia tetap sah menurut hukum Islam apabila telah
memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan, meskipun tidak
memperoleh pengakuan atau pencatatan secara resmi dari negara.
Pandangan serupa juga berlaku terhadap perceraian, yang dianggap sah
apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, meskipun proses pelaksanaannya
dilakukan di luar pengadilan. Sehingga timbul persepsi dalam sistem hukum

Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang

2 Halil Khusairi, “Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang
Perkawinan Di Indonesia,” Istinbath 21, no. 1 (2022): 170.

21 Qyafira Aulia Nurrahmah, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,”
Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi 6, no. 1 (2025): 80-81.
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harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan.
Akan tetapi dari perspektif hukum agama, suatu perkawinan yang tidak
dicatatkan tetap dianggap sah selama rukun dan syarat perkawinan telah
terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara umum, banyak alasan disebabkannya perkawinan Sirri atau
pernikahan Sirri antara lain adalah sebagai berikut:
a. Zina akibat ber-Khalwat
Pernikahan bagi seorang laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk
komitmen yang mencerminkan kasih sayang dan tanggung jawab
terhadap perempuan yang menjadi pasangannya. Namun, dalam
praktiknya janji untuk menikah terkadang digunakan untuk meyakinkan
perempuan, sehingga tidak sedikit yang akhirnya memberikan
kepercayaan penuh bahkan menyerahkan dirinya kepada laki-laki
tersebut. Rasa penyesalan atas dosa hubungan seksual di luar nikah
(Zina) telah terjalin terkadang menjadi alasan bagi seseorang untuk
mengambil langkah tertentu guna mengatasi situasi yang dihadapinya.
Salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melangsungkan
pernikahan secara rahasia atau nikah sirri sebagai bentuk penyelesaian
atas kondisi tersebut. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa nikah sirri
sering dimanfaatkan oleh pasangan yang ber-Khalwat untuk
memperoleh legitimasi atas hubungan yang mereka jalin.
b. Nikah untuk Bercerai (Nikah Kontrak)

Nikah sirri sering menjadi pilihan bagi sebagian orang yang
memiliki tujuan perkawinan yang bersifat sementara, Hal ini disebabkan
karena proses pelaksanaannya dianggap lebih mudah dan tidak
melibatkan prosedur administratif sebagaimana perkawinan yang
dicatatkan secara resmi. Namun demikian, kondisi tersebut dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karena hak-hak yang
seharusnya dijamin oleh hukum dalam hubungan perkawinan menjadi
sulit untuk diperoleh dan ditegakkan. Sebaliknya, perlindungan hukum

juga tidak dapat diberikan kepada suami ketika istrinya menelantarkan
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dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hukum negara tidak
memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindakan tersebut
apabila perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi.

c. Poligami

Praktik poligami sering kali dikaitkan dengan perkawinan yang
tidak tercatat, terutama dalam kondisi ketika perkawinan tersebut
dilaksanakan secara rahasia dan tidak didaftarkan kepada instansi yang
berwenang melalui petugas pencatat perkawinan. Akibatnya,
keberadaan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan
administratif dari negara.

Penerapan ketentuan poligami di Indonesia yang mensyaratkan
adanya persetujuan dari istri serta izin dari Pengadilan Agama
mendorong sebagian pihak yang berniat melakukan poligami untuk
menempuh jalan alternatif melalui perkawinan sirri. Melalui
perkawinan tersebut, mereka beranggapan dapat melaksanakan
poligami dengan lebih mudah sekaligus menghindari berbagai
konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki
keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-Penelitian di bawah ini
digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan,
perbedaan, dan kemudian untuk menemukan kebaruan dari penelitian ini.
Adapun deskripsi dari penelitian-penelitian relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rahmat Adi Wibisono dalam
skripsinya berjudul “Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Agama terhadap
Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Sirri (Studi
pada KUA Merbau Mataram Lampung Selatan)” bertujuan untuk mengetahui
pandangan pejabat dan tokoh agama tentang status hukum perempuan yang
ingin menikah kembali meski masih terikat nikah Sirri. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utamanya adalah bahwa
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meskipun secara administrasi negara pernikahan Sirri tidak sah, dari sudut
pandang agama Islam tetap dianggap sah sehingga menjadi pertimbangan KUA
dalam menolak pencatatan pernikahan baru.??> Perbedaan dengan penelitian ini
adalah Penelitian ini menyoroti kasus talak dalam pernikahan Sirri dan
dampaknya terhadap proses pendaftaran nikah baru menurut Kompilasi Hukum
Islam (KHI).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Fitri Khumairoh dalam skripsinya
berjudul “Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri
(Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)”, bertujuan
mengungkap bagaimana KUA menanggulangi nikah sirri serta kendala yang
dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan hukum empiris, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki strategi penyuluhan
yang berbeda-beda, namun sebagian masih belum aktif mengatasi nikah sirri,
seperti di Kecamatan Mampang Prapatan. Kendala utama adalah rendahnya
kesadaran masyarakat dan keterbatasan kewenangan KUA.? Perbedaan dengan
penelitian ini adalah Penelitian ini meneliti kebijakan administratif KUA di
Kecamatan Buaran dalam satu kasus spesifik terkait talak sirri dan legalitas
nikah baru.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Jamaludin berjudul “Peran KUA dalam
Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung
Timur”. Tujuan penelitiannya adalah memahami peran konkret KUA dalam
menghadapi praktik nikah sirri. Metode penelitian bersifat lapangan dan
deskriptif, menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa KUA melakukan penyuluhan tentang pentingnya

pencatatan pernikahan dan dampak buruk nikah sirri melalui kerja sama dengan

22 Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh
Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi
Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung
Selatan)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

2 Nur Fitri Khumairoh, “Peranan Lembaga KUA Dalam Mengatasi Masalah Perkawinan
Siri (Studi Kasus KUA Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
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BP4 dan aparatur Desa. Namun, kendala tetap muncul akibat kurangnya
pemahaman Masyarakat.’* Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian
ini membahas situasi setelah terjadinya talak siri dan prosedur legal yang
dihadapi dalam pendaftaran nikah baru.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Hanik Mariatul Khoiriah dalam
skripsinya yang berjudul, “Pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam
Penolakan Pencatatan Nikah Janda Hamil karena Nikah Siri Ditinjau dari
Maslahah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulung). Dengan fokus pada
pertimbangan KUA dalam menolak pencatatan nikah perempuan hamil dari
nikah sirri Tujuan penelitiannya adalah menelaah landasan pemikiran KUA
secara normatif dan kontekstual. Dengan metode kualitatif dan teknik
wawancara semi-terstruktur, peneliti menemukan bahwa pertimbangan
penolakan didasarkan pada prinsip maslahah dan ketentuan hukum Islam,
termasuk menjaga ketertiban administratif serta perlindungan terhadap
perempuan dan anak.?® Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini
lebih memfokuskan pada aspek normatif-empiris dan celah hukum dalam
pembuktian talak sirri.

Kelima, Tesis yang disusun oleh Sarjito, dalam tesisnya berjudul
“Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri
Pencatatan Nikah Sitri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”,
mengkaji bagaimana implementasi regulasi terkait PMA No. 20 Tahun 2019.
Tujuannya adalah mengevaluasi kebijakan dan realitas sosial terkait pencatatan
nikah sirri. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan
pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian

antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam kasus-

24 Jamaludin, “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang
Kabupaten Lampung Timur". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

% Hanik Mariatul Khoiriah, “Tinjauan Maslahah Terhadap Penolakan KUA Kecamatan
Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil ”.
Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
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kasus nikah sirri yang kompleks secara sosial dan administrasi.?® Perbedaan
dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembuktian
status talak dalam nikah sirri sesuai kebijakan di KUA.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Nurlen Hamidah Salma, yang berjudul
“Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang
Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Nikah Berbasis Website”, bertujuan untuk menelusuri hambatan
administratif dalam pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web. Metodologi
yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa meski sistem ini bertujuan mempermudah,
kendala teknis seperti gangguan server dan data catin yang tidak akurat sering
menghambat proses, yang pada akhirnya berpotensi memperpanjang praktik
nikah sirri.?” Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini menelaah
substansi hukum yang berkaitan dengan validitas talak sirri dan dampaknya
terhadap pernikahan resmi selanjutnya.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris.
Penelitian Yuridis - Empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya
fokus pada kajian norma atau ketentuan hukum yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga menelaah
implementasi dan pelaksanaan hukum tersebut dalam kehidupan
Masyarakat (law in action).”® Jenis penelitian ini digunakan untuk
mengkaji implementasi ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai
pembuktian talak dalam perkawinan sirri serta penerapannya pada proses

pendaftaran nikah baru di KUA Kecamatan Buaran.

% Sarjito, “Penolakan Permohonan Nikah Dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri Di KUA
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan". Masters Thesis. Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

27 Nurlen Hamidah and Salma, “Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan
Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah Berbasis Website,” Jurnal AL-AHKAM 22, no. 2 (2021): 147.

28 Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
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2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum secara
komprehensif melalui sejumlah data secara langsung dari narasumber serta
analisis terhadap dokumen dan ketentuan hukum yang relevan. 2°
Penelitian menelaah aturan hukum mengenai talak dan pencatatan
perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pendapat ulama dalam
fikih Islam. Pendekatan ini juga diarahkan untuk bagaimana mengetahui
kebijakan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh pihak KUA
Kecamatan Buaran dalam menangani kasus pendaftaran nikah yang
sebelumnya terjadi talak dalam perkawinan yang tidak tercatat secara
resmi.
3. Tempat dan Waktu Penelitian
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten
Pekalongan, dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena merupakan
instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan
perkawinan serta memiliki pengalaman menangani permohonan
pendaftaran nikah baru yang melibatkan riwayat talak dalam perkawinan
sirri. Terkait aspek efisiensi waktu, proses pengumpulan data di lapangan
dijadwalkan secara dinamis dengan mengikuti ketersediaan waktu luang
para informan kunci.
4. Sumber Data Penelitian
Untuk membedah permasalahan secara utuh, klasifikasi data dalam
penelitian ini bersandar pada dua sumber utama sebagai berikut:
a. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan

petugas Administrasi serta Kepala KUA Kecamatan Buaran.

2 Tamaulina Br. Sembirin Dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)
(Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 74.
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b. Data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap sumber-
sumber yang telah ada sebelumnya.®® Sumber data sekunder dalam
penelitian ini meliputi beberapa kategori :

1) Bahan hukum primer: dokumen resmi dan peraturan perundang-
undangan  (misalnya Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan).

2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, karya ilmiah dan artikel jurnal yang berkaitan dengan
topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier : Kamus dan Ensklopedia hukum yang
berfungsi sebagai acuan dan penjelas bagi bahan primer dan
sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan beberapa teknik utama, di antaranya:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, yaitu
pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku yang
berlangsung di lapangan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif
yang dimana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek penelitian,
melainkan bertindak sebagai pengamat. Proses observasi difokuskan
pada pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah baru di KUA Kecamatan
Buaran, khususnya mekanisme pemeriksaan dan verifikasi status
perkawinan calon pengantin yang memiliki riwayat talak dalam
perkawinan sirri. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh data
mengenai prosedur administrasi, dokumen yang digunakan, serta
praktik pembuktian talak yang diterapkan oleh pihak KUA. Data hasil

observasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan wawancara dan

%0 Jogiyanto Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 2014), 144,
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dokumentasi sehingga memberikan gambaran yang lbih objektif serta
meningkatkan validitas hasil penelitian.
Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi dua arah yang
digunakan peneliti untuk menggali dan memperoleh informasi dari
responden melalui serangkaian tanya jawab terstruktur (atau semi-
terstruktur), sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan
relevan dengan fokus penelitian. Dalam Penelitian ini , penulis
melakukan wawancara mendalam dengan petugas KUA, khususnya
Kepala KUA serta jajarannya dan juga pihak yang terlibat.
Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengkaji berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan
penelitian. Bahan yang dimanfaatkan meliputi tulisan, catatan, laporan,
arsip, surat kabar, artikel, atau dengan menelaah dokumen pendaftaran
nikah, surat pernyataan talak, atau dokumen administrasi terkait.
Teknik ini berguna untuk memperdalam pemahaman konteks dan

memperoleh data sekunder yang mendukung.®

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik

analisis kualitatif. Analisis Data kualitatif yaitu yang digunakan untuk

mengolah, memahami, dan menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk

uraian, hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang berkaitan

dengan objek penelitian. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan

makna, pola, serta keterkaitan antar data guna memperoleh pemahaman

yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.>?

Data hasil penelitian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah,

kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan ketentuan Kompilasi

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: CV Alfabeta,

2018), 476.

32 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2021).
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Hukum Islam (KHI) serta konsep hukum dalam fikih Islam. Analisis
dilakukan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan
dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian
maupun ketidaksesuaiannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersusun atas lima bab dengan masing-masing sub
bagian. Adapun deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis,
penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian landasan teori yang memuat teori
perkawinan Sirri, mengenai talak yang relevan dengan tema kajian.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian dan Penyajian Data,
Bab ini berisi paparan mengenai gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu
Kantor Urusan Agama (KUA) Buaran, meliputi sejarah singkat, struktur
organisasi, dan tugas pokok serta fungsinya. Selain itu, bab ini juga menyajikan
data-data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti, baik melalui wawancara
maupun dokumentasi. Data yang dipaparkan difokuskan pada Problematika
penentuan talak dan dampaknya terhadap pendaftaran nikah baru.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini berisi analisis
mengenai permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian yaitu Kedudukan
data yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis dilakukan dengan metode
Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif. Isinya meliputi :

1. Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut

Kompilasi Hukum Islam.
2. Praktik Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses
Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran.
3. Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin Kepastian
Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri.
Bab V Penutup, Bab Terakhir berisi simpulan dari hasil penelitian yang

diperoleh berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang ditujukan bagi pihak-



24

pihak terkait, baik praktisi KUA, akademisi, maupun masyarakat, agar
penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan

praktik hukum Islam di Indonesia.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan

mengenai Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan
Dampaknya terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi
Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran), diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, kedudukan hukum talak dalam perkawinan sirri menurut
Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya dualisme antara legitimasi
keagamaan dan legalitas administratif. Perkawinan sirri yang dilaksanakan
sesuai syarat dan rukun nikah tetap dipandang sah menurut Hukum Islam,
sehingga talak yang terjadi dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya juga
diakui secara syar’i. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif
Indonesia, talak yang tidak dilakukan melalui mekanisme Pengadilan
Agama tidak memiliki kekuatan Hukum adminstratif sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut
menyebabkan talak sirri berada dalam posisi yang problematis karena diakui
keberadaannya secara substantif oleh masyarakat, tetapi tidak memiliki alat
bukti autentik yang dapat memberikan kepastian hukum secara
administratif.

Kedua, problematika utama dalam pembuktian talak pada
perkawinan sirri terletak pada tidak tersedianya dokumen resmi yang dapat
membuktikan terjadinya perceraian. Berbeda dengan perceraian pada
perkawinan yang dapat dibuktikan melalui akta cerai, pembuktian talak sirri
umumnya hanya berdasarkan pada pengakuan pribadi dari para pihak,
keterangan saksi, maupun bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp
atau Rekaman Suara. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Buaran tidak serta
merta menerima pengakuan adanya talak, melainkan harus melakukan
serangkaian pemeriksaan, Klarifikasi, verifikasi terhadap riwayat

perkawinan calon pengantin dan membuat surat pernyataan talak di atas

99
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materai lalu disumpah. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa proses
pembuktian talak sirri tidak hanya berkaitan dengan pembuktian talak
berakhirnya suatu perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan penentuan
terpenuhi atau tidaknya syarat hukum untuk melangsungkan perkawinan
baru, termasuk pemenuhan masa iddah bagi calon pengantin perempuan.

Ketiga, dalam menjamin kepastian hukum terhadap status calon
pengantin pasca talak sirri, KUA Kecamatan Buaran menerapkan kebijakan
administratif yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential
principile), meskipun belum terdapat aturan tertulis yang secara khusus
mengatur mekanisme pembuktian talak sirri. Kebijakan tersebut
diwujudkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap riwayat perkawinan
calon pengantin, permintaan surat pernyataan dan bukti pendukung,
koordinasi antar petugas KUA, serta penundaan pelaksanaan perkawinan
apabila ditemukan adanya halangan hukum, khususnya terkait masa iddah.
Temuan ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Buaran tidak hanya
menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan tetapi juga
berperan sebagai institusi yang berupaya memberikan perlindungan hukum
dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran
Menindaklanjuti hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memerikan manfaat
serta menjadi bahan evaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Urusan Agama (Kecamatan Buaran), perlu dilakukan
penyusunan pedoman teknis atau standar operasional prosedur yang
secara khusus mengatur mekanisme penanganan dan pembuktian
talak dalam perkawinan sirri. Pedoman tersebut diperlukan sebagai
acuan bagi petugas dalam menangani kasus-kasus serupa sehingga
terciptanya keseragaman pelayanan, kepastian hukum, dan

perlindungan hukum bagi masyarakat.
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2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, diperlukan
penguatan regulasi yang mengatur mekanisme verifikasi status
perkawinan dan perceraian dalam perkawinan sirri. Kejelasan regulasi
tersebut penting untuk mengurangi perbedaan praktik antar KUA
sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam proses
pelayanan pencatatan perkawinan.

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih
memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik yang
terjadi di satu Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, penelitian
lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau
dengan pendekatan komparatif antar KUA untuk memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Hukum
Keluarga Islam dalam pembuktian talak pada perkawinan sirri di
Indonesia.

4. Kepada masyarakat, khususnya pasangan yang melangsungkan
pernikahan sirri, hendaknya meningkatkan kesadaran hukum
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan  penyelesaian
perceraian melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dan perceraian
merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan
hukum, menjamin kepastian status hukum para pihak, serta mencegah

munculnya persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
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